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RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) IX 
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1. RENCANA INDUK GERAKAN PKK.
2. STRATEGI GERAKAN PKK



BIDANG
RENCANA KERJA  

LIMA TAHUN PKK

BIDANG 
KELEMBAGAAN 

PKK

MEMUAT :
1. ASAS, VISI DAN MISI.

2. PENGERTIAN, TUJUAN, 
SASARAN, DAN PROGRAM.

3. MANAJEMEN 
KELEMBAGAAN.

4. ATRIBUT PKK
5. LAMPIRAN2

MEMUAT :
1. MAKSUD & TUJUAN

2. KEKUATAN & KELEMAHAN, 
PELUANG, & ANCAMAN

3. KEBIJAKAN PELAKSANAAN 
PROGRAM PKK, DIURAIKAN 

SETIAP POKJA
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BIDANG 
ADMINIS-

TRASI

MATERI STANDARD 
RAKERNAS PKK  

(selama ini)

MEMUAT :
1. PENGERTIAN & 

TUJUAN
2. ADMINISTRASI 

PKK
3. PELAPORAN, 

PENDATAAN



TATA KELOLA 

KELEMBAGAAN PKK

STRATEGI 
GERAKAN PKK

RENCANA INDUK 
GERAKAN PKK
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PROGRAM UNGGULAN/ 
PROGRAM PRIORiTAS

SUBSTANSI  ATAU  INTI MATERI RAKERNAS  IX 
PKK/2021 BERBEDA  DENGAN  MATERI  RAKERNAS  

SEBELUMNYA, SEHINGGA RUMUSAN HASILNYA  JUGA 
AKAN  BERUBAH  

MATERI INTI 
DALAM RAKERNAS IX PKK TAHUN 2021



FAKTOR UTAMA YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN 
SUBSTANSI MATERI  RAKERNAS IX PKK TAHUN 2021

TERDAPAT BEBERAPA  PASAL  DALAM 
PERPRES  99/2017   YANG  SECARA 

SUBSTANSIAL MEMUAT HAL BARU  DAN 
BERSIFAT   SANGAT  MENDASAR

TERDAPAT  BEBERAPA  PASAL  DALAM 
PERPRES  99/2017  AGAR  PENGATURANNYA 

DITINDAKLANJUTI  SECARA LEBIH   RINCI  
DALAM  BENTUK  

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

1. PASAL 10, RENCANA INDUK
2. PASAL 14,  TATA CARA PELAKSANAAN 10 

PROGRAM POKOK PKK
3. PASAL 15,  PEMBINAAN, PEMANTAUAN, 

DAN EVALUASI
4. PASAL 16, TATA CARA PELAPORAN.

5. PASAL  17, PERANSERTA  MASYARAKAT.

1. PASAL 4, MENDAGRI BERTANGGUNG 
JAWAB KPD PRESIDEN.  (GUBERNUR, 

BUPATI/WALIKOTA, CAMAT, KADES ?)
2. PASAL 6, MENDAGRI MENGELOLA SIM 

PKK (PERAN TP PKK DAN KADER PKK?)
3. PENGORGANISASIAN TP PKK PUSAT 

DAN DAERAH.
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PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG 

GERAKAN PKK



FAKTOR LAIN YANG IKUT MEMPENGARUHI PERUBAHAN 
SUBSTANSI MATERI RAKERNAS IX PKK TAHUN 2021

PERMENDAGRI NO. 36/ 
2020 TENTANG 

PELAKSANAAN PERPRES

RPJMN 
2020 - 2024

1. RENCANA INDUK, 
BERPEDOMAN PD 

DOKUMEN PERENC  
PEMERINTAH.

2. TP PKK SEBAGAI MITRA 
KERJA PEMERINTAH, 

MENYESUAIKAN DENGAN 
KEBIJAKAN PROGRAM 

PEMERINTAH,   DSB.

TERKAIT DENGAN :
1. ADANYA 10 PASAL YG PERLU 

DITINDAKLANJUTI DLM 
BENTUK JUKNIS.

2. ADANYA  BEBERAPA 
KETENTUAN YG PERLU 

DIURAIKAN LEBIH LANJUT.

BEBERAPA KETENTUAN 
PERATURAN PER-UU-AN 

TERKAIT LAINNYA

1. UU NO. 10/2016 TENTANG 
PILKADA. (TERKAIT JAB 

KETUA TP PKK, DSB)
2. UU NO. 7/2017 TENTANG 

PEMILU (TERKAIT 
RANGKAP JABATAN  
PENGURUS TP PKK 

DALAM PARPOL, DSB)  
3. BEBERAPA PERMENDAGRI
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RENCANA INDUK GERAKAN PKK,  STRATEGI GERAKAN PKK ,  DAN
JUKNIS  TATA KELOLA  KELEMBAGAAN  PKK



STRATEGI GERAKAN PKK
(PASAL  9  PERPRES  NO  

99/2017)

RENCANA INDUK GERAKAN PKK 
TAHUN 2020- 2024 

(PASAL 8 PERPRES NO. 99/2017)

POLANYA : 
ADA KESESUAIAN, 

KESERASIAN, 
KESELARASAN DENGAN

RPJMN  /  RPJMD  

RENCANA KERJA TAHUNAN PKK
YANG  SELARAS DENGAN 

RENCANA KERJA 
PEMERINTAH  (RKP) 

PUSAT DAN DAERAH

STRATEGI GERAKAN PKK
DITETAPKAN OLEH :
MENDAGRI DI PUSAT

GUBERNUR DI PROVINSI
BUPATI/WALIKOTA  DI 

KABUPATEN/KOTA
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PERSPEKTIF  RENCANA INDUK  DAN
STRATEGI  GERAKAN  PKK

MENERAPKAN PRINSIP KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN  
SINERGITAS  PROGRAM ANTAR POKJA, DAN ANTAR 

KOMPONEN

MENERAPKAN PENDEKATAN PARTISIPATIF, 
PENDAYAGUNAAN POTENSI YANG ADA, PEMANFAATAN 

KERAIFAN LOKAL, PENGEMBANGAN JARINGAN 
KEMITRAAN  DAN  KERJASAMA, DSB
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PERSPEKTIF
TATA KELOLA KELEMBAGAAN  PKK

DUKUNGAN SISTEM 
MANAJEMEN OLEH 

SEKRETARIAT TP PKK

PENGORGANISASIAN
SDM   SESUAI 

KAPASITASNYA

GERAKAN 
PKK YG 
SECARA 
KELEM-
BAGAAN 

DIGERAK-
KAN OLEH 

TP PKK

PENINGKATAN 
KAPASITAS 

KELEMBAGAAN 
DAN   SDM

KELEMBAGAAN 

YANG 

ESTABLISHED

DAN   SDM  

YANG TAHU, 

MAU, DAN 

MAMPU 

TERHADAP 

TUGAS DAN 

FUNGSINYA

KONSULTASI 

DAN 

KOORDINASI 

DENGAN 

PEMBINA

PENATAAN 
KELEMBAGAAN 
GERAKAN PKK 
YG  MELIPUTI 
MEKANISME 

DAN 
KESISTEMAN

BIMBINGAN DAN 

PEMBINAAN 

OLEH PEMBINA
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PERSPEKTIF  PROGRAM PRIORITAS PKK

CATATAN 
DATA 

DASAWISMA

DATA UMUM

DATA 
LAPORAN 
TAHUNAN

DATA POKJA
PROGRAM 

PRIORITAS 
PKK 

SESUAI 
RENCANA 

INDUK

KOORDINASI 

PERENCA-

NAAN 

PROGRAM PKK

OLEH 

SEKRETARIAT TP 

PKK

ANALISIS 

DATA,

DAN 

POTENSI

EVALUASI 

LAPORAN

AKTIFKAN

PELAKSANA

OLEH POKJA

DAN 

SEKRETA-

RIAT
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CONTOH  PROGRAM PRIORITAS  TP PKK

PROGRAM 

PRIORITAS 

STRATEGIS 

PENCEGAHAN 

STUNTING 

DLM RPJMN 

2020 - 2024

PEDOMAN 

PERAN  

TP PKK 

DALAM 

PROGRAM 

STUNTING

PIDATO PRESIDEN 

VISI INDONESIA 

2020 – 2024, TIDAK 

ADA STUNTING

PIDATO PRESIDEN 

PD PEMBUKAAN 

MUSRENBANGNAS 

2019, TUNTASKAN 

STUNTING DALAM 5 

TAHUN

MASING2 DAERAH 

TETAPKAN LOKASI

KOORDINASI 

PENYUSUNAN 

PROGRAM 

PERCONTOHAN 

PENCEGAHAN 

STUNTING

SISTEM DAN 

MEKANISME 

PEMBINAAN, 

PELAPORAN, 

EVALUASI

PROGRAM AKSI 

TP PKK DALAM 

PENCEGAHAN 

STUNTING



10

RENCANA INDUK
GERAKAN  PKK

TAHUN  2020 - 2024
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PERBEDAAN MENDASAR 
RENCANA KERJA LIMA TAHUN PKK, dgn

RENCANA INDUK GERAKAN PKK

RENCANA KERJA LIMA TAHUN 

PKK:

PROGRAM MASING2 POKJA 

YANG DIURAIKAN LAGI 

DALAM PROGRAM 

PRIORITAS, TANPA 

DISERTAI DENGAN 

URAIAN MEKANISME 

PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN.

RENCANA INDUK

GERAKAN PKK:

1. ADA KERANGKA PIKIR.

2. DIURAIKAN MENGENAI 

PROSES DAN PROSEDUR, 

SERTA SISTEM DAN 

MEKANISME PERENCANAAN 

DAN PENGANGGARAN.

3. ADA INDIKATOR 

PENCAPAIAN PROGRAM.



SATU DARI TUJUH TUGAS DAN FUNGSI UTAMA
TP PKK PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

MENGINFORMASIKAN, MENGKOMUNIKASIKAN, DAN MENGKONSULTASIKAN 
RENCANA  KERJA TP PKK PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA KEPADA 

GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA MELALUI OPD YANG MEMBIDANGI 
URUSAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT – PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA SELAKU PEMBINA TP PKK,  
AGAR RENCANA KERJA TP PKK PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA MENJADI 

BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI DOKUMEN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA.
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SINERGITAS, DAN SINKRONISASI PROGRAM



RENCANA INDUK GERAKAN PKK

PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN 

PROGRAM

VISI, MISI, ASAS, 
TUJUAN DAN 

SASARAN

PENEGASAN TERHADAP 
ARAH  PROGRAM  TP  PKK  
PUSAT &  DAERAH  SESUAI  

TUGAS &  FUNGSINYA 
DENGAN 

MEMPERHATIKAN 
POTENSI  YG  DIMILIKI 

DAN  MASALAH  YG  
DIHADAPI

PENEGASAN TERHADAP 
SISTEM DAN MEKANISME 

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN  PUSAT  

DAN DAERAH , SERTA 
PENGANGGARANNYA

OPERASIONALISASI 10 
PROGRAM POKOK PKK

MERUJUK PADA EMPAT 
FOKUS PROGRAM RPJMN 

2020 – 2024, YAKNI:
1. KETAHANAN EKONOMI.

2. REVOLUSI MENTAL.
3. LINGKUNGAN HIDUP.

4. MEMPERCEPAT 
PELAYANAN DASAR (KES, 
PENDIDIKAN, SOSBUD)
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OPTIMALISASI 10 PROGRAM POKOK PKK, DAN PROGRAM PRIORITAS



VISI  DAN  MISI  GERAKAN  PKK

VISI GERAKAN PKK
(SEJALAN DENGAN 

VISI RPJMN)

MISI GERAKAN PKK

TERWUJUDNYA KELUARGA PELOPOR  PERUBAHAN 
DALAM PEMENUHAN SDM BERKUALITAS MELALUI 

KETAHANAN EKONOMI, REVOLUSI MENTAL, 
LINGKUNGAN HIDUP, DAN PELAYANAN DASAR.

1. MEWUJUDKAN KELUARGA YG BERKARAKTER MELALUI 
PAAR

2. MEWUJUDKAN KELUARGA YG  TERDIDIK, TERAMPIL, DAN 
BERKEMAMPUAN.

3. MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI 
PEMENUHAN PANGAN, SANDANG, PERUMAHAN.

4. MEWUJUDKAN DERAJAD KESEHATAN KELUARGA.
5. MEWUJUDKAN  PENGELOLAAN GERAKAN PKK MELALUI 

PENERAPAN SIM PKK.
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ASAS, TUJUAN DAN SASARAN GERAKAN PKK
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DASAR  KEBERADAAN  GERAKAN  PKK

UNDANG-UNDANG NO 6/2014 TENTANG DESA, PENJELASAN BUTIR 11:

DI DESA DIBENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, SEPERTI RT, RW, 
PKK, KARANG TARUNA, DAN LPM ATAU DISEBUT DGN NAMA LAIN. 

LKD BERTUGAS MEMBANTU PEMDES DAN MERUPAKAN MITRA DALAM 
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA.

LKD BERFUNGSI SBG WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DLM 
PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN, DAN 

PEMBERDAYAAN YG MENGARAH TERWUJUDNYA DEMOKRATISASI DAN 
TRANSPARANSI DI TINGKAT MASYARAKAT, SERTA MENCIPTAKAN AKSES 

AGAR MASY LEBIH BERPERAN AKTIF DLM KEGIATAN PEMBANGUNAN

PKK SEBAGAI LKD, BUKAN  BERARTI  TP PKK DESA.
PKK  SEBAGAI  LKD, ADALAH KELOMPOK PKK RT, RW, DUSUN, LINGK.
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DASAR  KEBERADAAN  GERAKAN  PKK DLM 
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 18/2018 TENTANG LKD DAN LAD, 
PASAL 4 (2):

“DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, LKD MENGUSULKAN PROGRAM DAN 
KEGIATANNYA KEPADA PEMERINTAH DESA”.

KELOMPOK PKK RT,
KELOMPOK PKK RW,

KELOMPOK PKK DUSUN, 
KELOMPOK PKK LINGKUNGAN, 

BERHAK SEBAGAI UNSUR PESERTA 
AKTIF MUSRENBANGDES MELALUI 

KOORDINASI TP PKK DESA

DITARIK BENANG MERAH KE ATAS, 
MAKA DALAM PROSES 

MUSRENBANG KECAMATAN, 
MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA, 

MUSRENBANG PROVINSI, DAN 
MUSRENANG PUSAT, 

TP PKK DAPAT BERPERAN AKTIF.



KETENTUAN 

PERATURAN/ UU

UU 17/2003

UU 25/2004

UU 23/2014

PEMERINTAH, PEMDA, 

DAN PEMDES/ 

KELURAHAN

WAJIB

Menyusun:

RPJP/D

RPJM/D

RKP/D

RPJM Des

RKP Des





DOKUMEN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN (UU NO. 25 TH 2004)

TAHAPAN PUSAT DAERAH BENTUK

JANGKA PANJANG

(20 TAHUN)

JANGKA 

MENENGAH 

(5 TAHUN)

JANGKA PENDEK

(1 TAHUN)

RP JP

RP JM - N

RP JM – KL

(RENSTRA – KL)

RPT (RKP)

RPT – KL

(RENJA – KL)

RP JP - D

RPJM - D

RP JMD - RKPD

(RENSTRA – SKPD)

RPJM Des

RPTD (RKPD)

RPT – SKPD

(RENJA – SKPD)

RKP Des/Kelurahan

RP JP – UU

RP JPD – PERDA

RP JMN – PERPRES

RP JMD – PERKADA

RPJM Des - PERDES

RKP – PERPRES

RKPD – PERKADA

RKP Des - PERDES

RENCANA INDUK  GERAKAN PKK



MENTERI  DALAM  NEGERI

MENETAPKAN RENCANA INDUK 
GERAKAN  PKK  (Pasal 8)

MENGESAHKAN HASIL  
RAKERNAS  

MEMUAT  RENCANA 
KERJA 5  TAHUN  

GERAKAN   PKK

RENCANA KERJA TAHUNAN PKK 

RENCANA INDUK 
GERAKAN PKK 

SINERGI  DENGAN  
RPJMN/RPJMD
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KONDISI SAAT INI DAN PERSPEKTIFNYA

KOORDINASI, KONSULTASI, 
KOMUNIKASI , ANTARA 

TP PKK DENGAN 
PEMERINTAH/PEMDA

STRATEGI 

GERAKAN PKK 

(PASAL 9 

PERPRES NO. 

99/2017)

10 PROGRAM POKOK PKK SELARAS 

DENGAN PROGRAM K/L (di Pusat) atau 

OPD (di Daerah)
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RAPAT KERJA 
TEKNIS TP PKK/ 

RAKERNIS
(Tahunan terjadwal) 

RAPAT KOORDINASI 
TP PKK/ RAKOR

(Tahunan terjadwal)

RAPAT KONSULTASI 
TP PKK/ RAKON 

(Tahunan terjadwal)

PRA MUSRENBANG PKK

FORUM DAN MEKANISME KOORDINASI, KONSULTASI, 
DAN KOMUNIKASI  PERENCANAAN  PROGRAM  PKK

MUSYAWARAH 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN

(MUSRENBANG)

PILIHAN 

FORUM

PROSES  DAN 

MEKANISME

Pimpinan : 

Gubernur, Bupati/ Walikota, 

Camat, Kades/ Lurah, selaku 

Ketua Pembina TP PKK

Hadir :

SKPD/OPD dan Lembaga 

lainnya, sebagai mitra 

kerja 

TP PKK



TAHAPAN DAN JENJANG FORUM

MUSYAWARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN MUSREN BANGNAS

(TENTATIVE  JUNI)

MUSREN BANG PUSAT

(TENTATIVE  MEI)

MUSREN BANG PROV

(TENTATIVE  APRIL)

MUSREN BANG KAB/KOTA

(TENTATIVE  MARET)

MUSREN BANG KEC

(TENTATIVE  FEBRUARI)

MUSREN BANG DES/KEL

(TENTATIVE  JANUARI)



PEMBENTUKAN

FORUM OPD & 

LEMBAGA-LEMBAGA LAIN

(termasuk TP.PKK)

1. HINDARI DUPLIKASI

2. WUJUDKAN SINKRONISASI

BAHAS RENC. PROG DAN 

KEGIATAN SESUAI FUNGSI DAN 

SUB FUNGSI SERTA KEGIATAN 

LINTAS SEKTORAL

RENJA OPD

BAHAN DALAM MUSRENBANG RKPD

DALAM MEKANISME MUSRENBANG, KEDUDUKAN TP PKK  TIDAK SETARA

DENGAN K/L  ATAUPUN OPD, SEHINGGA KEBUTUHAN PROGRAMNYA

DILAKUKAN MELALUI KOORDINASI DINAS/INSTANSI MITRA KERJANYA 



Republik 
Indonesia

Kementerian PPN / Bappenas

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN PEMERINTAH

KebijakanMoney Follow Function Money Follow Programme

PendekatanSektoral Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

Tata LaksanaBilateral, Trilateral, Musrenbang
Bilateral, Trilateral, Multilateral (Workshop In-
ternal, Koordinasi K/L, Rakortek, Musrenbang)

PeranPengendalian Sampai RKP Pengendalian Sampai Renja K/L

Sebelum PP
No. 17/2017

Setelah PP
No. 17/2017

PP No. 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

©Zfk



BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA
(Lampiran V Permendagri No 54/2010)

Rancangan 
Awal RKPD

Musrenbang 
RKPD kab/kota

Rancangan 
Akhir RKPD

Perumusan
prioritas dan 

sasaran
pembanguna

n

Forum 
Konsultas

i Publik

Perumusan
Kerangka 

Ekonomi  & 
Kebijakan 

Keuda

Pengolahan
data dan 
informasi

Analisis 
Ekonomi 
& keuda

Perumusan
Permasalahan
Pembangunan 

Daerah

Telaahan 
kebijakan 

nasional (RKP) 
&

provinsi (RKPD 
PROV)

SE 
Penyusuna

n Renja-
OPD

Penyusunan 
Rancangan 
Renja SKPD 

kab/kota

Rancangan 
RKPD

VERIFIKASI
Bappeda

Persiapan 
Penyusunan 

RKPD

Pokok-pokok 
pikiran DPRD 

Kab/Kota

Berita Acara
Musrenbang 
kecamatan

Analisis 
Gambaran 

Umum 
Kondisi 
Daerah

Evaluasi 
Kinerja 
RKPD   

Tahun  Lalu

Dok RKPD 
kab/kota tahun 

berjalan 

Perumusan 
program 
prioritas 
daerah

beserta pagu 
indikatif

Penyelarasan 
Rencana 
program

prioritas daerah
beserta pagu 

indikatif

PENYUSUNAN 
KUA & PPAS

Penetapan 
PERBUP/PERWAL

ttg RKPD

1

2

3

4

5

Review
RPJMD



JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (P/K/K)

Jan Juli

Musrenbang 
Desa/kel

Feb Mrt Apr Mei Jun Agt Sept Nov

Des

Okt

Musrenbang 
Kecamatan

Forum 
SKPD K/K

Rancangan 
Renja 

SKPD K/K

Musrenbang 
RKPD K/K

Musrenbang 
PROV

Rancangan 
RKPD P/K/K

Musrenbang 
NAS

RKP

KUA/ 
PPAS1 RKA-OPD

RAPBD
K/K

APBD

Ranwal 
RKPD P/K/K

m2/2 m4/3

m2/2

Ranwal.
RKP

Ranc. 
Akhr RKP

Ranc. Akhr 
RKPD 
P/K/K

KUA/ 
PPAS2

RKPD 
P/K/K RAPBD

(P)

RENJA
P/K/K

RENJA
P/K/K

M2/3

M2/4

M4/4

m1/3

m1/4

m3/5

m1/6

m2/6

m3/5

m2/5

m4/5

Rancangan 
Renja 

SKPD Prov

m1/4

m4/2

Forum 
OPD 
Prov

m3/1

m4/3

Usulan Program PKK
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PERSYARATAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM 

1. MEMPERTIMBANGKAN POTENSI YANG DIMILIKI

2. FAKTUAL BERDASARKAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

3. KEJELASAAN KETERKAITAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH.

4. KEJELASAN SUMBER PENDANAANNYA.

5. KEJELASAN PENGORGANISASIAN PROGRAM.



FOKUS PROGRAM YG TERKAIT DGN PROGRAM POKJA PKK, al:
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ARAH  RPJMN  2020 – 2024
(PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2020)

Kesejahteraan masyarakat 

yang terus meningkat 

ditunjukkan oleh makin 

tinggi dan meratanya 

tingkat pendapatan 

masyarakat (POKJA 2)

Mantapnya SDM yang

berkualitas dan berdaya

saing, yang ditandai

dengan meningkat dan

meratanya akses, kualitas,

dan relevansi pendidikan

(POKJA 1 & POKJA 2)

Meningkatnya kesehatan dan 

status gizi masyarakat, 

meningkatnya tumbuh kembang 

optimal, kesejahteraan dan 

perlindungan anak, terwujudnya 

kesetaraan gender (POKJA 4  

dan didukung semua POKJA )

SDM yang berkarakter, 
berakhlak mulia, 
toleran terhadap 
keberagaman, 

bergotong royong, dan 
patriotik (POKJA 1)

Terpeliharanya

keanekaragaman

hayati dan kekhasan

Sumber Daya Alam 

(POKJA 3 & POKJA 4)

Meningkatnya nilai

tambah dan daya

saing dari SDA

(POKJA 3)

Meningkatnya kualitas 

SDM yang ditunjukkan 

oleh menurunnya AKI, 

AKB, dan AKABA 

(POKJA 4)

Pertumbuhan

ekonomi yang 

semakin berkualitas

(POKJA 2)

Kemampuan Iptek

yang makin maju

(SEMUA POKJA DAN 

SEKRETARIAT)



PROGRAM UNGGULAN PKK TAHUN  2020 - 2024



BEBERAPA HAL YG PERLU DIPERHATIKAN 

DALAM MENYUSUN PERENCANAAN 

PROGRAM

1. MEMPERHATIKAN SITUASI DAN KONDISITERKINI

2. MEMPERTIMBANGKAN WAKTU 

3. PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA YG 

DIBUTUHKAN

4. KOORDINASI
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STRATEGI  GERAKAN  PKK

(Bab III – Rencana Induk)
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MUATAN POKOK STRATEGI GERAKAN PKK 

1. ISU STRATEGIS YG MENJADI SKALA PRIORITAS,

2. RUMUSAN PROSES DAN METODE PELAKSANAAN.

3. PERENCANAAN PROGRAM.



ISU-ISU STRATEGIS GERAKAN PKK



UPAYA PENINGKATAN PKK DLM PELAKSANAAN PROGRAM

( SEBAGAI PROSES DAN METODE )
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PENUTUP

1. DIHARAPKAN AGAR MASING-MASING DAERAH SEGERA 

MEMPERSIAPKAN PENYELENGGARAAN RAKERDA PKK 

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. 

2.  HASIL  RAKERNAS IX  SINKRON DENGAN RPJMN 2020 – 2024.

3. TIM KECIL  DARI PANITIA RAKERNAS IX PKK TAHUN 2021 

AKAN MERUMUSKAN MATERI POKOK DENGAN MENAMPUNG 

MASUKAN DARI DAERAH.




